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ABSTRACT

The study is motivated by public objections in the inventory and identification activities
of the Cabean Dam Land Procurement in Blora Regency. These objections arose due
to discrepancies between the survey results and actual field conditions, both in land
area and in the number and types of crops. The objective of the study is to analyze the
implementation of inventory and identification and the causes of data discrepancy
using the Edward Il Implementation Model (communication, resources, disposition,
and bureaucratic structure). The method used is descriptive qualitative, with data
collected through in-depth interviews and document study.

The results of the study show that communication is the most dominant variable causing
data discrepancy, as the clarity of messages from Task Force A was not fulfilled and
the conmsistency of information from Task Force B failed. Resources were generally
adequate, but the authority of Task Force B was suboptimal because the community
was involved in data collection, and signal facilities were inadequate. The disposition
of field officers was good but could not compensate for the weaknesses in
communication. The bureaucratic structure was ineffective due to violations of
standard operating procedures in the preparation phase and weak inter-agency
coordination, which led to extended delays in the implementation of inventory and
identification. The study recommends improving technical communication from the
outset of socialization, strengthening the authority of field officers, providing
alternative communication facilities, and revising standard operating procedures to
mandate field verification during the preparation phase.

Keywords: Inventory and Identification, Data Discrepancy, Land Procurement,
Edward 11l Model, Cabean Dam.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia di dunia, dari awal hingga akhir hembusan nafas
tidak terlepas dari tanah. Tanah sebagai Anugerah dari Tuhan Yang Maha
Esa yang berfungsi sebagai sumber daya alam untuk memenuhi berbagai
kehidupan makhluk hidup khususnya manusia. Kebutuhan hidup seperti
pertanian dan perumahan, maupun secara langsung kebutuhan komersial
yaitu perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, pendidikan,
pembangunan sarana dan prasarana (Syarif, 2012). Dalam konteks ini, tanah
memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia baik secara ekonomi
ataupun non-ekonomi.

Tanah sebagai modal dasar dalam mewujudkan pembangunan yang
berpihak pada kepentingan umum, sehingga menjadi fokus kebermanfaatan
utama dalam pembangunan bangsa (Triwidyanto, 2009). Kondisi ini sangat
penting karena pembangunan tidak dapat berjalan efektif tanpa tersedianya
lahan yang memadai. Ketersediaan lahan yang relatif stabil, sedangkan
permintaan lahan akan terus meningkat. Oleh karena itu, pelaksanaan suatu
pembangunan dilakukan dengan kegiatan pengadaan tanah.

Menurut Sumardjono (2009), pengadaan tanah adalah perbuatan
pemerintah memperoleh tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan,
khususnya bagi kepentingan umum. Secara normatif, pengadaan tanah
merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan
kompensasi yang adil dan pantas kepada pihak yang secara sah memiliki
objek atas tanah. Kegiatan pengadaan tanah pada dasarnya bertujuan untuk
kepentingan bersama yang sering disebut sebagai kepentingan umum.
Pemerintah harus merealisasikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
termasuk korban yang terkena pembebasan lahan meliputi kepentingan
umum dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Ketentuan ini
telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan



demikian, pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum tidak
hanya mementingkan pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan
keseimbangan tercapainya manfaat yang lebih luas.

Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum dengan melalui beberapa tahapan yaitu tahap
perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pelaksana
pengadaan tanah dan instansi yang memerlukan tanah menggunakan
tahapan tersebut sebagai acuan atau pedoman dalam kegiatan pengadaan
tanah agar berjalan sesuai prosedur administratif (Sutaryono dkk., 2021).
Salah satu tahapan yang memiliki peran penting yaitu inventarisasi dan
identifikasi pada tahap pelaksanaan. Namun dalam kenyataanya, tahapan
pelaksanaan yang digunakan sebagai acuan tersebut juga terdapat hambatan
yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan.

Problematika pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Indonesia
sangat beragam karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti
ketidaksesuaian data administrasi lahan, transparansi ganti kerugian,
sengketa dan konflik kepemilikan. Benturan antara masyarakat sebagai
pemilik lahan dan pemerintah dalam proses pengadaan tanah untuk
kepentingan umum seringkali terjadi secara terus-menerus. Benturan ini
mengakibatkan munculnya berbagai alasan penolakan dari masyarakat,
mulai dari ketidaksesuaian nilai ganti rugi yang tidak sesuai dengan
keinginan mereka, tidak dilibatkannya dalam proses pengadaan tanah,
hingga penolakan masyarakat terhadap proyek (Rudi, 2024).

Problematika terkait keberatan juga terlihat pada penelitian Samosir,
dkk (2020) ditemukan adanya keberatan masyarakat terhadap besaran nilai
ganti kerugian pada pengadaan tanah Runway 3 Bandara Internasional
Soekarno Hatta. Sari dan Sihombing (2024) menunjukkan kendala pada
tahap musyawarah yaitu masyarakat merasa keberatan dengan hasil
penilaian ganti kerugian pada Pengadaan Tanah Pembangunan Instalansi
Pengelolaan Air Kota Bekasi. Kondisi serupa juga ditemukan oleh Safitria,
dkk (2024) pada pembangunan Bandar Udara Kediri, sebanyak 17 orang
keberatan dengan nilai ganti rugi yang menyebabkan masyarakat harus

mengajukan keberatan ke pengadilan dan memicu konsinyasi yang



membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Khofiyah & Angreni, (2019)
menyoroti pengumpulan data status tanah menjadi salah satu faktor yang
paling berpengaruh terhadap keterlambatan proyek.

Permasalahan serupa juga ditemukan pada Pengadaan Tanah
Bendungan Cabean. Hasil pra survei yang diperoleh dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Blora terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya, masyarakat
mengajukan keberatan terhadap hasil inventarisasi dan identifikasi karena
ketidaksesuaian antara data tanaman dengan kondisi di lapangan.
Akibatnya, adanya 51 keberatan yang di ajukan masyarakat sebagai bentuk
penolakan hasil inventarisasi dan identifikasi. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum mengatur bahwa pihak yang berhak dapat
mengajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan apabila tidak menerima
hasil inventarisasi dan identifikasi. Jumlah keberatan tersebut cukup
menunjukkan bahwa proses inventarisasi dan identifikasi pada pengadaan
tanah pembangunan Bendungan Cabean belum berjalan secara baik.

Pembangunan Bendungan Cabean merupakan proyek strategis di
Kabupaten Blora yang telah resmi diterbitkan melalui Keputusan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 590/23 tahun 2023. Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan penandatanganan kontrak
Bendungan Multi Guna mengenai Pembangunan Bendungan Riam Kiwa di
Provinsi Kalimantan Selatan dan Pembangunan Bendungan Cabean di
Provinsi Jawa Tengah. Kontrak pembangunan Bendungan Cabean di
Provinsi Jawa Tengah yang lebih tepatnya Kabupaten Blora ditargetkan
selesai di tahun 2027 (kompusda, 2023). Penetapan lokasi pembangunan
Bendungan Cabean yang mencakup Desa Todanan dan Desa Karanganyar
di Kecamatan Todanan memiliki luas 97,24 Ha yang terdiri dari tanah
warga, tanah kas desa, kawasan hutan dan sempadan sungai. Proyek
pembangunan Bendungan Cabean ini bertujuan untuk mendukung
kebutuhan irigasi dan meningkatkan pengelolaan sumber daya air di sekitar
wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut memperlihatkan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum pembangunan Bendungan Cabean bukanlah persoalan



sederhana, melainkan persoalan yang saling berkaitan dengan tahapan
pelaksanaan terkait pembangunan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora.
Penelitian ini juga memiliki kebaharuan (novelty) dalam membahas
keberatan hasil inventarisasi dan identifikasi khususnya terkait data
tanaman dan luas tanah. Oleh karena itu, menjadi alasan peneliti
mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul
“Problematika Implementasi Inventarisasi dan Identifikasi Oleh Satgas

Pengadaan Tanah Bendungan Cabean di Kabupaten Blora”

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menuliskan rumusan
masalah, Bagaimana implementasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi
Pengadaan Tanah Bendungan Cabean di Kabupaten Blora khususnya
terkait ketidaksesuaian data tanaman dan luas tanah ditinjau dari Model
Implementasi Edward III (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan
Struktur Birokrasi)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian:
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kegiatan
inventarisasi dan identifikasi oleh Satgas Pengadaan Tanah Bendungan
Cabean di Kabupaten Blora.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini dilakukan untuk:
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan literatur
tambahan dengan adanya problematika pengadaan tanah serta
solusi yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi dan identifikasi
sehingga dapat dijadikan pembelajaran.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-
pithak yang terkait dalam menangani pengadaan tanah untuk

kepentingan umum, khususnya pembangunan Bendungan Cabean.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Implementasi pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi dalam Pengadaan

Tanah Bendungan Cabean ditemukan ketidaksesuaian data dengan kondisi

di lapangan, baik pada luas bidang tanah maupun pada jumlah dan jenis

tanaman yang menjadi dasar munculnya 51 keberatan yang diajukan

masyarakat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Untuk menganalisis

penyebab ketidaksesuaian data tersebut, penelitian ini menggunakan

Model Implementasi Edward III yang mencakup empat variabel:

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a.

Komunikasi antara Satgas dan masyarakat dalam kegiatan inventarisasi
dan identifikasi belum berjalan secara efektif. Dari segi alur informasi,
masyarakat telah mengetahui adanya pemberitahuan awal melalui
perangkat desa, namun informasi yang disampaikan masih bersifat
umum dan belum menjelaskan teknis kegiatan secara lengkap.
Kejelasan pesan dari Satgas A tidak terpenuhi karena petugas tidak
menjelaskan sejak awal bahwa hasil pengukuran akan berbeda dengan
sertipikat tanah milik masyarakat. Konsistensi informasi dari Satgas B
juga gagal, terlihat dari perbedaan penyampaian antara tim sosialisasi
dan tim pendataan lapangan. Akibatnya, komunikasi yang tidak jelas
dan tidak konsisten secara langsung menyebabkan ketidaksesuaian data
dan memicu munculnya keberatan dari masyarakat.

Sumber daya dalam kegiatan inventarisasi dan identifikasi secara
umum memadai, namun terdapat kelemahan pada aspek wewenang dan
fasilitas. Informasi mengenai peraturan perundang-undangan UU
Nomor. 2 Tahun 2012, PP Nomor. 19 Tahun 2021, Permen ATR/BPN
Nomor 19 Tahun 2021 telah dipahami dengan baik oleh petugas.

Namun, pelaksanaan wewenang Satgas B tidak optimal karena
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B. Saran

masyarakat dilibatkan dalam proses penghitungan dan pencatatan
tanaman sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan data.
Selain itu, fasilitas penunjang berupa jaringan internet tidak memadai
sehingga menghambat komunikasi antar petugas dan mengganggu
akurasi alat ukur GNSS. Dengan demikian, kelemahan pada wewenang
dan fasilitas berkontribusi terhadap ketidaksesuaian data, meskipun
sumber daya manusia dan informasi sudah baik.

Disposisi atau sikap Satgas dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi
dan identifikasi tergolong baik dan mendukung kelancaran pelaksanaan
kegiatan. Namun, disposisi yang baik tidak mampu menutupi
kelemahan komunikasi, dan ketidaksesuaian data tetap terjadi
meskipun sikap petugas sudah mendukung kebijakan.

Struktur birokrasi belum efektif karena ketidakpatuhan terhadap pasal
pada tahap persiapan dan lemahnya koordinasi antar instansi pada tahap
pelaksanaan, meskipun secara formal regulasi sudah mengatur seluruh
tahapan dengan baik. Namun, implementasinya menunjukkan
kesenjangan. Pada tahap persiapan, DISPERAKIM melakukan
pendataan awal lokasi hanya mengacu pada DPPT tanpa verifikasi
lapangan, hal ini merupakan pelanggaran pasal karena seharusnya
pendataan awal dilakukan sebagai kegiatan pengumpulan data.
Akibatnya, data yang tidak akurat terbawa hingga tahap pelaksanaan.
Pada tahap pelaksanaan, terjadi perpanjangan waktu inventarisasi
melebihi 30 hari kerja karena keterlambatan penetapan sempadan
sungai oleh BBWS, yang menunjukkan lemahnya koordinasi antar
instansi. Walaupun demikian, tahapan pengumuman hasil, penanganan

51 keberatan, dan verifikasi telah berjalan sesuai aturan.

1. Untuk pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah, perlu

adanya peningkatan kualitas komunikasi dengan menyampaikan informasi

teknis secara jelas dan konsisten sejak awal sosialisasi, serta dalam

menjalankan wewenang pendataan secara penuh. Penyediakan fasilitas

komunikasi alternatif seperti pencadangan sinyal dalam bentuk mini wifi
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atau akses hotspot untuk mengatasi keterbatasan sinyal di daerah
perbukitan.

. Untuk Instansi yang Memerlukan Tanah, perlu mempercepat proses
penetapan garis sempadan sungai sebelum tahap pelaksanaan inventarisasi
dimulai. Mempersiapkan data yang matang sangat diperlukan, hal ini untuk
mengurangi risiko perpanjangan waktu pelaksanaan inventarisasi dan
identifikasi dan menghambat kelancaran tahapan pelaksanaan berikutnya.

. Untuk Tim Persiapan wajib melakukan verifikasi lapangan dalam
pendataan awal lokasi, tidak hanya mengandalkan data DPPT dari Instansi
yan Memerlukan Tanah. DPPT pada dasarnya sebagai dokumen yang dapat
membantu tim persiapan dalam melakukan kegiatan pengumpulan data
subjek dan objek, sehingga kegiatan ini penting dilakukan untuk mencegah
ketidakakuratan data yang nantinya terbawa ke tahap pelaksanaan.

. Untuk masyarakat yang terdampak diharapkan agar turut aktif ke depannya,
yaitu pada waktu sosialisasi dan pendataan lapangan baik di tahap persiapan
maupun tahap pelaksanaan. Apabila terdapat informasi yang belum
dipahami, masyarakat dapat menyampaikan pada sesi tanya jawab ketika
sosialisasi berlangsung. Lebih lanjut, apabila terjadi perbedaan data,
masyarakat dapat segera mengonfirmasi kepada petugas di lapangan.
Adanya partisipasi masyarakat yang aktif ini dapat mendukung kelancaran

kebijakan.
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